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Abstract: Nahdhatul Ulama (NU) as social organization has
contributed and proved its existence since 1926. This is the
answer for non NU Parties doubts toward  the NU real
struggle which has been done by NU theologian. As “big
umbrella” projection, NU has initiated trilogy ukhuwah, such
as ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wathaniyah and ukhuwah
basyaria. NU ideological basis, in Fikrah Nahdliyah, is clear
and has been a guide of its members attitudes and as their
characteristics. NU rests on Sunni teaching intended to de-
termine the struggle direction that useful for realizing people
goodness (ishlahul ummah), as well as a thingking method
(manhaj) of NU in responding problems, either religion or
social. The NU idiology in the field of ‘aqidah follows al-
Asy’ari and al-Maturidi, in the field of fiqh, NU follows one
of the four mazhab priests and in the field of Sufism, it fol-
lows al-Baghdadi and al-Ghazali. Fikrah Nahdliyyah includes
traits of fikrah tawassuthiyyah which is moderate, fikrah
tasamuhiyyah is tolerant, fikrah ishlahiyyah which is reforma-
tive, fikrah tathawwuriyyah is dynamic and fikrah manhajiyyah
which is methodological.
Keywords: fikrah nahdliyah, NU, nation, mashlahah
1 Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Falah Assunniyyah Kencong Jember.
2Fikrah Nahdliyah sebagai Pondasi Kehidupan Berbangsa dan Bernegara
Pendahuluan
Beberapa ulama dari Afghanistan, pada akhir tahun 2013, ber-
kunjung ke kantor Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) di
Jakarta, lalu ke Universitas Gajah Mada Yogyakarta kemudian ke
kantor Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur.
Mereka berasal dari berbagai suku dan kelompok di negara yang
sering tercabik perang saudara. Terdapat beberapa alasan ulama
Afghanistan ini berkunjung ke Indonesia. Pertama adalah mereka
ingin belajar dari umat Islam di Indonesia yang dianggap merepre-
sentasikan Islam rahmatan lil ‘alamin. Bagi mereka, Nahdlatul Ulama
(NU) sebagai salah satu organisasi sosial keagamaan dianggap
memiliki peran penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Kedua adalah mereka ingin belajar mengenai aspek pemersatu
dalam konteks pluralitas kebangsaan. Mereka ingin memiliki se-
macam Pancasila yang mampu mempersatukan bangsa dan melekat-
kan lem perbedaan menjadi sebuah harmoni perdamaian. Kondisi
ini dilakukan karena mereka sudah merasa lelah untuk berperang
dan ingin segera memperoleh kata damai. Ketiga adalah mereka
ingin meniru semangat NU dalam memperjuangkan slogan Islam
Ramah, bukan Islam Marah dalam konteks kehidupan berbangsa dan
bernegara, maupun peran NU dalam dunia internasional.
Setelah kembali ke Afghanistan, dalam waktu tidak sampai enam
bulan dari kunjungan resmi tersebut, diperoleh kabar bahwa para
ulama ini kemudian secara resmi membentuk Nahdlatul Ulama
Afganistan. Penggunaan nama ini juga telah memperoleh perse-
tujuan dari PBNU. Meskipun secara organisatoris tidak terdapat
keterikatan secara administratif, namun secara ideologis dan semangat
keagamaan dan kebangsaan, mereka benar-benar terilhami dari
organisasi NU di Indonesia.
Setelah kunjungan perdana tersebut, pada bulan Maret 2015,
beberapa ulama Afghanistan berkunjung lagi ke Indonesia dan
berkunjung ke PWNU Jawa Tengah. Mereka ini mendiskusikan
banyak hal dengan segenap pengurus PWNU Jawa Tengah, termasuk
pada upaya perdamaian di negaranya yang mulai terwujud, di
antaranya melalui pemilu, meskipun beberapa kali diganggu oleh
aksi Taliban.
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Di samping itu, mereka juga belajar mendialogkan antara agama
dan negara, sebab di Negara Afghanistan, pihak-pihak yang berperang
masih saja berkutat soal  benturan ideologis dan tarik menarik antara
wilayah agama dan kewenangan negara yang dianggap tidak ada
titik temu. Menurut mereka, NU memikat karena organisasi ini yang
pada tahun 1984 lalu “mengakhiri” perdebatan seputar hubungan
Islam dan negara serta pada tahun 2006 merumuskan konsepsi
NKRI sebagai sesuatu bentuk negara yang sudah final. Bagi NU,
penegasan ini merupakan sebuah lanjutan perjuangan di masa
lampau ketika Muktamar di Banjarmasin tahun 1936, NU mene-
gaskan bahwa wilayah Hindia Belanda adalah Darul Islam, meski
statusnya masih dijajah oleh pemerintah kolonial Belanda. Penega-
san status ini akan berakibat pada status kewajiban memperjuang-
kan kemerdekaan dari tangan penjajah dan status syahid bagi
semua orang yang gugur memperjuangkan kemerdekaan ini.2
Pertimbangan lain dari para ulama Afganistan ini berkunjung
ke Indonesia adalah, di tengah konflik sektarian di Timur Tengah
yang tidak kunjung damai, ditambah aksi terorisme di wilayah
Afrika serta Islamofobia di wilayah Amerika Serikat dan Eropa, ajaran
Islam Indonesia tampil dengan wajah sejuk dan damai, meskipun
tentu saja serpihan-serpihan “kekerasan atas nama agama” masih
menjadi noda dalam proses internasionalisasi moderatisme Islam ini.
Pembahasan
Dalam perjalanan sejarah, NU mengalami berbagai dinamika
yang tidak saja membuat organisasi ini tampak matang dalam
bersikap, melainkan juga semakin optimis menyongsong usia satu
abad. Dalam istilah KH. Achmad Shiddiq, NU itu seperti kereta
api yang sudah jelas relnya, bukan taksi yang mudah disewa kesana
kemari. Oleh karena itu, pijakan ideologis NU sudah jelas dan telah
menjadi panduan sikap dan pedoman karakteristik para anggota-
nya. Aspek terakhir ini terangkum dalam konsep besar bernama
Fikrah Nahdliyyah.
Fikrah Nahdliyyah adalah kerangka berpikir yang didasarkan
kepada ajaran Ahlussunnah wal Jama’ah yang merupakan landa-
2 Keputusan Muktamar tahun 1936 ini bagian ijtihad yang memungkinkan NU
hidup dalam negara kolonial dan membuktikan NU berorientasi pada perjuangan menjaga
dan mempertahankan kedaulatan bangsa dan negara, bukan mendirikan negara Islam.
Baca Ahmad Baso, Agama NU Untuk NKRI (Jakarta: Pustaka Afid, 2013), 252.
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san berpikir NU (khittah nahdliyyah) untuk menentukan arah per-
juangan guna mewujudkan kebaikan umat (ishlahul ummah). Secara
garis besar, Fikrah Nahdliyyah yang juga dapat dipahami sebagai
metode berpikir (manhaj) ke-NU-an dalam merespon persoalan,
baik yang berkenaan dengan perkara keagamaan maupun ke-
masyarakatan, bisa diklasifikasikan menjadi (1) dalam bidang
teologi atau aqidah, NU mengikuti manhaj dan pemikiran Abu Hasan
al-Asy’ari dan Abu Mansur al-Maturidi, (2) dalam bidang fiqh atau
hukum Islam, NU bermadzhab secara qauli dan manhaji kepada
salah satu madzahib al-arba’ah, yaitu Imam Syafi’i, Imam Abu Hanifah,
Imam Maliki atau Imam Hambali, (3) dalam bidang tasawuf, NU
mengikuti Imam Junaid al-Baghdadi dan Imam al-Ghazali.
Sebagai sebuah ideologi, Fikrah Nahdliyyah juga memiliki
beberapa ciri. Pertama adalah Fikrah Tawassuthiyyah atau pola pikir
moderat, artinya NU selalu bersikap seimbang (tawazun) dan adil
(i’tidal) dalam menyikapi berbagai persoalan. Kedua adalah Fikrah
Tasamuhiyyah atau pola pikir toleran, artinya NU dapat hidup ber-
dampingan secara damai dengan pihak lain meskipun aqidah, cara
pikir dan budayanya berbeda. Ketiga adalah Fikrah Ishlahiyyah atau
pola pikir reformatif, artinya NU selalu berusaha melakukan per-
baikan menuju ke arah yang lebih baik (al-ishlah ila ma huwa al-ashlah).
Keempat adalah Fikrah Tathawwuriyyah atau pola pikir dinamis,
artinya NU selalu melakukan kontekstualisasi dalam merespon
berbagai persoalan. Kelima adalah Fikrah Manhajiyyah atau pola
pikir metodologis, artinya NU selalu menggunakan kerangka ber-
pikir yang mengacu kepada manhaj yang telah ditetapkan oleh NU.3
Ide dan konsep Fikrah Nahdliyyah ini pertama kali diajukan
oleh KH. Achmad Shiddiq pada tahun 1969, yang selanjutnya
menjadi embrio gerakan kembali ke khittah NU pada tahun 1984,
saat Muktamar di Situbondo. Selain menjadi acuan komisi Bahtsul
Masa’il Maudlu’iyah dalam muktamar-muktamar selanjutnya, Fikrah
Nahdliyyah ini seringkali dijadikan sebagai “rel ideologis” dalam
konteks berbangsa dan bernegara, dalam menjaga implementasi
nilai-nilai multikulturalisme di Indonesia.




Fikrah pertama ini mengedepankan sikap moderat yang telah
mendarah daging dan menjadi identifikasi NU sebagai “anak pertama”
di Indonesia. Organisasi ini memiliki modal sosial budaya yang
bisa diterima oleh berbagai kalangan, kecuali kelompok teroris, dalam
upaya menjaga kerukunan beragama dan kerukunan berbangsa.
Dalam perjalanan sejarah, NU menghindari sikap radikal, karena
sikap ini hanya menimbulkan resiko jangka panjang dan lebih banyak
nilai negatif dibandingkan nilai positifnya. NU tidak bersikap reaktif
dan keras, karena keduanya hanya akan membuat NU mudah
“dijebak” dan terpancing. NU juga tidak bersikap sebagaimana
avonturir yang pragmatis, melainkan menjalankan prinsip-prinsip
yang factual dan realistis.
Dalam konteks berbangsa dan bernegara, sikap moderat ini
sangat penting, karena jika terjebak kepada sikap eksklusivisme,
NU akan terjerembab pada absolutisme yang banyak merugikan
diri sendiri. Sejarah telah mengajarkan bahwa kelompok yang ber-
sikap absolut akan cepat mengalami kehancuran. PKI, NAZI, fasisme
Jepang dan sebagainya, pada akhrinya hancur setelah terjebak kepada
absolutisme. Di beberapa negara Timur Tengah, absolutisme hanya
melahirkan era diktatorial yang menyengsarakan rakyatnya.
Melalui penggunaan aspek al-tawassuth ini dalam konteks
berbangsa dan bernegara, NU mampu berlayar di antara karang
ekstremisme dan liberalism, kedua kata yang memang dicurigai
sebagai penyebab kehancuran sebuah peradaban. Ekstremisme,
yang ditandai dengan absolutisme pendapat, fanatisme akut dan
takfir-isme, banyak menimbulkan konflik sektarian dan bentrokan
ideologis. Liberalisme, di sisi lain, dicurigai mempengaruhi pola pikir
dalam aspek sosial, teologi hingga ekonomi. Di bidang sosial, libe-
ralisme lebih cenderung dimaknai sebagai liberalisasi gaya hidup,
westernisasi dan modernisasi. Di bidang teologi, alih-alih meman-
cing gairah pembebasan, sebagaimana arti kata liberal, liberalisme
justeru banyak berkutat pada wacana-wacana elitis, sibuk mem-
bongkar doktrin yang qath’i dan jauh dari makna pembebasan kaum
yang tertindas (mustadh’afin) serta dicurigai sebagai kepanjangan
pihak kapitalis-borjuis. Di bidang ekonomi, dan ini yang paling
berpengaruh, liberalisme lebih banyak menjadi tukang stempel
kebijakan yang berpihak pada kaum neo-liberalisme.
6Fikrah Nahdliyah sebagai Pondasi Kehidupan Berbangsa dan Bernegara
Melalui rel tawassuth ini, NU diharapkan mampu menjadi jangkar
Islam Indonesia agar tidak mudah terseret kepada pusaran konflik
global yang rumit. Hal ini disebabkan fakta bahwa yang menja-
dikan organisasi NU tetap eksis hingga hari ini adalah sikap mo-
derat dalam banyak hal, meskipun sering dituding sebagai opor-
tunis, avonturir dan cari aman. Tuduhan-tuduhan semacam ini
muncul karena, dalam batas tertentu, pihak penuduhnya belum
mampu memahami cara pandang NU yang khas terhadap “sesuatu”
maupun peristiwa.
Fikrah Tawassuthiyyah ini juga mengandung kata kunci lain
yang tidak kalah penting, yaitu al-tawazun. Dalam tulisan ini, kata
al-tawazun dimaknai sebagai sebuah harmoni. Kata kunci ini akan
terwujud jika terdapat berbagai anasir yang berkaitan dalam kesa-
maan pemahaman. Dalam konteks kebangsaan, wujud al-tawazun
ini adalah NU selalu berusaha menjaga harmoni kemajemukan,
kerukunan antar umat beragama sekaligus memberikan berbagai
keputusan siyasi yang menghindarkan keterpecahan Indonesia.
Kontribusi NU sejak 1926 sampai sekarang dalam berbagai peristiwa
penting merupakan pengejawantahan harmoni dalam kehidupan
berbangsa dan bernegara. Hal ini bias dilihat dengan jelas dalam
Resolusi Jihad, pemberian gelar waliyyul amri al-dharuri bi al-syaukah,
membela NKRI dari rongrongan PKI, penerimaan asas tunggal
Pancasila hingga keputusan NKRI adalah final.
Dalam konteks pemahaman seperti ini, sangat menarik kalimat
yang telah disampaikan oleh KH. A. Wahid Hasyim berikut ini:  
“Saya berkata demikian (kegembiraan berdirinya PTAIN-pen)
bukanlah karena saya seorang muslim yang kebetulan ber-
bangsa Indonesia, akan tetapi sebagai seorang putra Indonesia
yang beragama Islam.”4
Melalui ungkapan di atas, terlihat bahwa Kiai Wahid menolak
identifikasi diri sebagai seorang muslim yang tinggal di sebuah wilayah….
Kiai Wahid bahkan dengan tegas melakukan upaya peneguhan
sebagai …seorang Indonesia yang beragama Islam. Dengan demikian,
Kiai Wahid saat itu telah memulai wacana kepercayaan diri sebagai
Indonesia yang beragama Islam dan bukan muslim yang kebetulan
tinggal di Indonesia. Kiai Wahid telah berusaha menghindarkan umat
4 Sebagaimana dikutip Aboebakar Atjeh, Sedjarah Hidup KH. Abdul Wahid Hasjim dan
Karangan Tersiar (Jakarta: Panitia Buku Peringatan Alm. K.H. A. Wahid Hasyim, 1957), 812.
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Islam agar tidak menjadi tamu di negeri sendiri, melainkan menjadi
umat Islam Nusantara sebagai tuan di rumah sendiri.5
Kiai Wahid, dalam berbagai kesempatan, selalu menandaskan
keniscayaan bagi para pemuda Indonesia agar percaya diri saat
menyuarakan pendapat maupun bersikap percaya diri sebagai
seorang muslim Indonesia, terutama ketika berhadapan dengan
bangsa lain. Dalam buku Pentingnja Terdjemah Hadis Pada Masa
Pembangunan, Kiai Wahid juga menegaskan:
“Maksud saya ialah tidak menyetujui meng-Arab-kan angkatan
(generasi) kita yang akan beda dari pada bahasa dan adat istiadat
Indonesia.”6
Pendapat Kiai Wahid di atas merupakan representasi gagasan
Islam Pribumi maupun Islam Nusantara. Islam corak ini berurat
nadi dengan entitas ke-Indonesia-an. Secara konsepsional, sebe-
narnya tidak ada yang salah dalam mengadaptasi kebudayaan Arab
untuk mengekspresikan keberagamaan atau ke-Islam-an sese-
orang. Permasalahan akan muncul saat menggunakan ekspresi
ke-Arab-an sebagai ekspresi tunggal dan dianggap paling sah
dalam beragama, sehingga ekspresi Arab menjadi dominan, bahkan
menghegemoni budaya dan tradisi lain. Dalam bahasa KH.
Abdurrahman Wahid, Arabisasi atau proses pengidentifikasi diri
dengan budaya Timur Tengah adalah “…tercerabutnya kita dari
akar budaya kita sendiri.”7 Lagipula, demikian lanjutnya, Arabisasi
belum tentu cocok dengan kebutuhan.8
Menempatkan Islam terlebih dahulu sebagai sistem dari kultur
Indonesia dilakukan untuk meleburkan aspirasi Islam ke dalam
aspirasi ke-Indonesia-an. Dengan demikian kemunduran atau
kemajuan Islam akan tercermin dari maju atau mundurnya mo-
ralitas dan intelektualitas bangsa. Dalam hal ini, terjadi proses
asimilasi, misalnya Islamisasi Jawa maupun Jawanisasi Islam, yang
saling menyatu dan memperkaya. Ini karena Islam sejak awal tidak
datang untuk menaklukkan Jawa, melainkan mengembangkan
masyarakat Jawa yang sudah beradab dengan mengakui hak-hak
5 Istilah “Menusantarakan Islam” adalah pinjaman penulis dari Aksin Wijaya,
Menusantarakan Islam: Menelusuri Jejak Pergumulan Islam yang Tak Kunjung Usai di
Nusantara (Ponorogo: STAIN Press, 2011).
6 Aboebakar Atjeh, Sedjarah Hidup KH. A. Wahid Hasjim dan Karangan Tersiar, 823.
7 Abdurrahman Wahid, Pergulatan Negara, Agama dan Kebudayaan ( Jakarta:
Desantara, 2001), 111.
8 Ibid, 119.
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kultural masyarakat setempat yang selama ini dilaksanakan dan
dikembangkan.9 Hal ini dilakukan karena Islam di Asia Tenggara,
termasuk Indonesia, selama ini dinilai memiliki konsep dan bentuk
politik yang berbeda dari wilayah negeri muslim di Afrika Utara,
Semenanjung Arab maupun Asia Selatan. Islam di wilayah ini
memiliki karakter yang khas, misalnya cenderung toleran, moderat
dan inklusif. Islam di Asia Tenggara lebih bersifat kultural dan
tidak politis struktural. Kekhasan ini terbentuk melalui proses
sosiologis-kultural yang cukup panjang.
Selain al-tawazun, kata kunci lain dalam Fikrah Tawassuthiyah
ini adalah sikap al-i’tidal, yang dimaknai sebagai bersikap fair dan
obyektif. Adil secara bahasa dimaknai sebagai wadh’u sya’i fi
mahallihi, yaitu meletakkan sesuatu pada tempatnya. Hal ini ber-
makna representatif, seimbang antara hak dan kewajiban, dan
sebagainya. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, konsep
al-’adalah dijadikan sebagai salah satu pertimbangan terwujudnya
kehidupan yang sejahtera dan tenteram. Indonesia, bagi NU, tidak
semata-mata harus diwujudkan sebagai negara Islam, namun yang
harus diwujudkan adalah masyarakat Islam(i), bukan negara Islam.
Proyeksi NU adalah Islamisasi Masyarakat terlebih dulu. Meski-
pun strategi Islamisasi Masyarakat ini juga perlu diimbangi dengan
perjuangan pada titik dusturiyyah dan qanuniyyah, sebagaimana yang
pernah dilakukan KH. Bisri Syansuri saat menjadi anggota MPR
RI dari Fraksi PPP. Kiai Bisri memotori walk out dari sidang pem-
bahasan UU tentang Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha
Esa pada akhir 1970-an. UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perka-
winan juga sebagai salah satu ikhtiar perjuangan konstitusional ini.
Menurut langkah-langkah ini, jika masyarakat sudah Islam(i),
otomatis pula negara ikut Islam(i). Konsep ini khas Walisongo, yaitu
taktik bottom up yang bersifat evolutif, namun bertahan lama, ber-
beda dengan implementasi top down yang revolutif dan banyak kon-
sekuensi logisnya. Implementasi dari taktik ini adalah penguasaaan
medan dengan mendirikan pesantren, bukan LSM Islam partikelir
atau ormas swasta atas nama Islam.
Organisasi NU tidak hendak mewujudkan Islam Hizby, yaitu
Islam sebagai sebuah organ, entitas, kelompok atau golongan,
9 Abdul Mun’im DZ, “Mempertahankan Keragaman Budaya,“ dalam Jurnal Tashwirul
Afkar, No. 14, Tahun 2003, 7.
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melainkan Islam Hadhary, yaitu Islam sebagai sebuah peradaban
yang menjadi payung Nusantara, menjadi motor penggerak dan
pelopor. Islam Hizby telah mengalami kegagalan di Timur Tengah
pada dasawarsa ini, karena saling membunuh dan klaim kebenaran
kelompok. Harapan tinggal tertuju kepada Islam Hadhary yang tidak
akan tumbuh kecuali dengan mengapresiasi heterogenitas, koeksistensi
dan multikulturalisme.10 Dalam rumusan yang hampir sama, Malaysia
juga memiliki konsep Islam Hadhary ini, yang  menjadi nomenklatur
pemikiran Islam dan secara khusus dirancang untuk mengako-
modir pergulatan teologis antara dimensi ashalah (autensitas) dengan
dimensi al-hadharah (peradaban modern-kekinian).
Pendirian NU juga tidak lepas dari konsepsi Islam Hadary ini.
Saat khilafah Islamiyyah di Turki ambruk kemudian Dinasti Ibnu
Su’ud berkuasa, yang paling bereaksi keras justeru ulama Nusantara.
Hal ini disebabkan karena khilafah sebagai “sentral” telah runtuh
berganti Dinasti Ibn Su’ud di Hijaz yang hanya mengapresiasi
homogenitas versi Wahabi dan konstruk hegemoni-totaliter atas
pluralitas madzhab Islam. Yang terus dijaga NU adalah tradisi-tradisi
Islam(i) yang sudah menjadi urat nadi di masyarakat, yang sering
disebut dengan local wisdom.
Aspek al-i’tidal ini juga menjadi salah satu pandangan penting
dalam menempatkan unsur ke-Islam-an pada konteks ke-Indone-
sia-an, bahwa bukan hanya kaum muslimin saja yang berjuang untuk
meraih kemerdekaan bangsa ini, melainkan juga ada kerja keras
kelompok lain. Indonesia adalah milik semua kelompok, golongan
dan agama. KH. A. Muchith Muzadi mengibaratkan, Indonesia
adalah sebuah rumah besar yang dibangun secara gotong royong.
Seperti saat membangun rumah yang akan ditinggali bersama-
sama, fondasinya didirikan kaum muslimin, temboknya didirikan
kaum Nasrani, pintunya dibuat oleh kelompok Hindu dan genteng-
nya dipasang oleh umat Budha. Semua golongan memiliki andil
dan wajib bagi semua kelompok menjaga harmoni antar penghuni
rumah dan bersama-sama menjaga kelestarian rumah besar
bernama Indonesia.11 Jika terdapat penghuni rumah atau orang
asing yang hendak merobohkannya, maka harus dicegah.
10 Masdar Hilmy, Islam, Politik dan Demokrasi (Surabaya: Imtiyaz, 2014), 141.
11 Wawancara dengan KH. A. Muchith Muzadi, Mustasyar PBNU, di kediaman
Jember, 17 September 2008.
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Konflik Ambon di Maluku sejak tahun 1999 adalah salah satu
contoh luka bangsa ini. Saat menjadi presiden, KH. Abdurrahman
Wahid atau Gus Dur mendarmabaktikan hidupnya untuk bangsa
Indonesia. Dalam menyelesaikan konflik Ambon ini, Gus Dur
menggunakan paradigma ukhuwah wathaniyah, yaitu prinsip per-
saudaraan karena memiliki tanah air yang sama, yaitu Indonesia.
Jika Gus Dur saat itu menggunakan paradigma ukhuwah islamiyah,
maka sebagai pemuka umat Islam dan sebagai presiden muslim,
sangat dimungkinkan Gus Dur mengirimkan ribuan Banser untuk
melakukan jihad di sana membantu kaum muslim. Namun Gus
Dur justeru tidak melakukannya.
Saat menyelesaikan konflik, Gus Dur tidak memilih member-
fungsikan dirinya sebagai “politisi muslim” yang bisa menung-
gangi isu konflik Ambon bagi kepentingan politiknya sendiri. Gus
Dur justeru memilih menjadi seorang negarawan sejati, berusaha
mendamaikan anak bangsa yang tercabik perang saudara, meru-
kunkan kembali dan menyadarkan bahwa konflik tidak akan meng-
hasilkan kemaslahatan, karena sebagaimana pepatah, menang jadi
arang, kalah jadi abu.
Meskipun perdamaian di Ambon terjadi usai Gus Dur dileng-
serkan, namun upaya rekonsiliasi yang dilakukan sejak jamannya
berbuah manis. Di tengah konflik membara, secara diam-diam Gus
Dur mengutus Menteri Agama KH. Tolchah Hasan dan Ketua
Umum PBNU KH. Hasyim Muzadi untuk menjadi salah satu
mediator perdamaian Ambon.12 NU dipilih menjadi inisiator perda-
maian karena selama itu sikapnya memang menunjukkan mode-
ratisme beragama dan visi besarnya mengenai Islam Indonesia.
Beberapa pemimpin kaum Nasrani garis keras juga melihat ketulu-
san dan obyektivitas NU dalam proses perdamaian ini, sehingga
proses rekonsiliasi mampu dilakukan dengan cepat dan tepat.
Berbagai upaya yang dilakukan Gus Dur dalam proses rekon-
siliasi anak bangsa di atas memang merupakan salah satu wujud
trilogi ukhuwah yang dikukuhkan oleh KH. Achmad Shiddiq. Kiai
Achmad membagi konsep ukhuwah menjadi tiga, yaitu ukhuwah
Islamiyah, ukhuwah wathaniyah dan ukhuwah basyariyah. Trilogi ini
12 Disampaikan oleh KH. Tolchah Hasan saat haul pertama Gus Dur di Pesantren
Tebuireng Jombang, 26 Desember 2010.
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mampu dipakai oleh kalangan warga NU dalam proses pemetaan
perkembangan global maupun saat menanggapi berbagai isu yang
berkembang. Trilogi ini juga menjadi titik tumpu utama agar warga
NU tidak mudah terseret putaran konflik.
Trilogi ini pula yang digunakan oleh GP Ansor saat menyikapi
aksi pembakaran masjid di Tolikara Papua pada awal Idul Fitri silam.
Jika organisasi lain lantang berteriak jihad dan cenderung reaktif
menyikapi pembakaran ini, maka GP Ansor melakukan cara khas.
Mereka menyerahkan kasus ini kepada aparat penegak hukum
dan juga selalu waspada mengamati pengusutan kasus ini. GP
Ansor melihat bahwa akar persoalan bukan gesekan agama, melain-
kan ada pihak-pihak yang sengaja memancing di air keruh. Dalam
menyikapi kasus ini, GP Ansor menggunaan paradigma ukhuwah
wathaniyah yang menjunjung tinggi kerukunan antar anak bangsa,
sehingga induk Banser ini tidak bereaksi secara gegabah.
Oleh karena itu, agar kejadian pembakaran masjid ini tidak
terjadi lagi pada saat pelaksanaan shalat Idul Adha, maka GP Ansor
sengaja mengirim beberapa orang Banser dari Semarang dan Jakarta
untuk ikut berjaga di lokasi. GIDI, organisasi yang diduga ikut
bertanggungjawab atas peristiwa Idul Fitri sebelumnya, merasa
segan dengan keberadaan Banser hingga mereka ikut andil men-
jaga ketertiban pelaksanaan Idul Adha dan bahkan ikut menyum-
bang beberapa ekor sapi.13 Prinsip jika damai bisa dicapai, mengapa
harus perang benar-benar dilakukan oleh GP Ansor. Hal ini merupakan
manifestasi unsur ukhuwah wathaniyah yang dipegang erat oleh NU.
B. Fikrah Tasamuhiyyah
Fikrah kedua ini diartikan bahwa NU mampu hidup berdam-
pingan secara damai dengan pihak lain meskipun memiliki akidah,
cara pikir dan budaya berbeda. NU menyadari bahwa membangun
dan mempertahankan Indonesia tidak bisa dilakukan kecuali
dengan cara menggandeng tangan pihak lain. Peradaban mustahil
dibangun dengan egosentrisme sektarian, karena peradaban hanya
bisa diwujudkan oleh mereka berjiwa besar yang memahami hakikat
multikulturalisme, pluralisme dan sikap koeksistensi.
Bangsa Indonesia sejak dulu memang kuat dalam hal watak
toleransi. Budhaisasi, Hinduisasi sampai Islamisasi Nusantara
13 Majalah AULA, Oktober 2015, 7.
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terjadi dengan jalan damai, kecuali Kristenisasi yang didukung
VOC. Watak demikian merupakan mindset yang menghargai kebe-
radaan perbedaan dan hidup berdampingan dengan orang lain.
Al-tasamuh masih merupakan sesuatu yang absurd saat tidak diwu-
judkan dalam kehidupan nyata. Dalam hal ini, masyarakat Indo-
nesia bisa belajar dari para kiai di masa lampau yang mendirikan
pesantren dengan cara khas tanpa pertumpahan darah. Al-tasamuh
juga menjadi parameter dakwah di masyarakat, karena dengan
toleransi ini keberhasilan dakwah bisa dibuktikan.
Sebagai organisasi berhaluan Sunni, NU selalu menampilkan
watak inklusivitas Sunni yang dalam sejarah mampu meredam
konflik internal umat. Demikian juga dalam diskursus sosial budaya,
Sunnisme sangat toleran terhadap tradisi-tradisi yang berkembang
di masyarakat, tanpa melibatkan diri dalam substansi, bahkan
berusaha mengarahkan. Sikap toleran ini juga memberikan nuansa
khusus pada hubungan dengan dimensi kemanusiaan dalam ling-
kup yang lebih universal.14
Prinsip toleransi yang dilaksanakan NU selama ini adalah
toleransi dalam wilayah furu’ bukan ushul dan merupakan toleransi
dalam wilayah dzanni, bukan qath’i. Pola semacam ini akan me-
nempatkan NU sebagai kalangan yang tahu muqtadhal hal, menge-
tahui waktu tepat bersikap tegas dan menempuh jalan dengan
lembut. Dalam Risalah Ahl al-Sunnah wa al-Jama’ah, dengan tegas
KH. Muhammad Hasyim Asy’ari mengidentifikasi kelompok yang
disebut sebagai Sunni atau al-sawad al-a’dzam dan kelompok-kelom-
pok yang sesat menyesatkan.
Dalam aspek toleransi ini, NU tampak jelas bahwa jika secara
prinsipil terdapat pelanggaran, maka NU bertugas meluruskan.
Sedangkan cara yang digunakan, secara jelas NU menghindari
kekerasan. Pada konteks kekinian, toleransi merupakan soal polemis,
khususnya dalam konteks melakukan toleransi pada kehidupan
beragama dan bernegara.
Salah satu hal menarik adalah yang ditunjukkan oleh KH. Said
Aqil Siradj, Ketua Umum PBNU, ketika menyikapi kasus pengakuan
nabi palsu yang dilakukan oleh Ahmad Mushaddeq, beberapa
14 Achmad Muhibbin Zuhri, Pemikiran KH. M. Hasyim Asy’ari tentang Ahl Al-
Sunnah wa al-Jama’ah (Surabaya: Khalista, 2010), 65.
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tahun silam. Jika kelompok lain mengutuk Mushaddeq, Kiai Said
justeru mendatanginya di tahanan, karena saat itu Mushaddeq
dilaporkan dalam perkara penistaan agama, lalu mengajaknya ber-
dialog. Setelah beberapa jam berdialog, akhirnya Mushaddeq mengakui
kesalahannya dan meminta waktu tiga hari untuk merenungkan
kembali langkah yang diyakininya. Hingga pada akhirnya, Mushaddeq
yang memiliki ribuan pengikut itu menyatakan bertobat.15
Kasus tersebut di atas adalah cara efektif dan praktis dalam
“menjinakkan” lawan. Jika saat itu secara personal NU memilih
cara caci maki yang berujung kekerasan, bukan tidak mungkin
jika pengikut Mushaddeq semakin militan dan memperoleh simpati.
Kiai Said melakukan hal yang justeru lebih cerdik dan praktis
karena langsung “menjinakkan” nabi palsu itu.
C. Fikrah Islahiyyah
Fikrah ketiga ini menempatkan NU selalu mengupayakan
perbaikan menuju ke arah yang lebih baik (al-ishlah ila ma huwa
al-ashlah). Dalam beberapa hal, manhaj ini terbukti menjadi salah
satu poros pergerakan NU saat menyikapi perkembangan jaman.
Artikulasi sikap reformis di sini, misalnya, terdapat dalam berbagai
jawaban atas persoalan yang diajukan di dalam forum muktamar
melalui bahtsul masa’il.
Secara organisatoris, NU selalu mendorong perubahan ke arah
lebih baik dan realistis. Dua kali pergantian rezim, misalnya, NU
selalu mendukung. Hal ini tidak melihat pihak yang akan berkuasa,
melainkan mengawasi proses pergantian rezim ini agar berjalan
dengan tepat dan mencegah agar tidak ada konflik horisontal ber-
kepanjangan.
Dalam konteks lebih nyata, secara personal KH. Ahmad Sahal
Mahfudh, Rais Aam Syuriah PBNU 1999-2014, telah memberikan
contoh realisasi sikap ini. Kiai Sahal melalui gagasan Fiqh Sosial
telah melakukan pemberdayaan masyarakat sekitar pesantren me-
lalui beberapa terobosan sosial-ekonomi yang berpusat di pesan-
tren. Kiai Sahal menjadikan pesantren sebagai penggerak agar
masyarakat lebih berdaya dalam bidang ekonomi melalui pengem-
15 Sulaiman Fadeli dan Mohammad Subhan, Antologi NU Jilid II (Surabaya: Khalista,
2010), 280.
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bangan usaha kerupuk tayammum, yang digoreng menggunakan
pasir, tepung tapioka maupun pengembangan pertanian kacang
dengan cara bekerjasama dengan salah satu produsen kacang ke-
masan skala internasional. Kiai Sahal juga merintis dan mengem-
bangkan sebuah bank yang kini asetnya mencapai puluhan miliar
rupiah dan memiliki beberapa cabang.16
Pada wujud lain, di tahun 1980-an, Kiai Sahal melalui forum
bahtsul masa’il mempelopori penolakan Tebu Insentif Rakyat (TIR)
yang dipaksakan pemerintah kepada para petani tebu. Bagi Kiai
Sahal, konsep TIR sangat merugikan petani. Meskipun keputusan
ini lahir dari bahtsul masa’il skala kecamatan atau MWC, namun
keputusan yang “membela rakyat kecil” itu cukup menghebohkan
dan menginspirasi aksi pembelaan para kiai terhadap rakyat kecil.
Dalam wujud personal lain, Gus Dur gigih mendampingi dan
memperjuangkan masyarakat yang menjadi korban pembangunan
waduk Kedungombo pada tahun 1990-an, hingga mendampingi
sebagian penduduk desa di Jepara yang tanahnya “dijual paksa”
dengan alasan untuk pembangunan PLTN yang hingga kini rencana
pembangunannya masih kontroversi. Gus Dur juga mendampingi
masyarakat korban sengketa tanah di Grati Pasuruan yang ter-
intimidasi oleh militer pada pertengahan tahun 2000-an silam. Di
samping itu, tentu masih banyak kiprah Gus Dur dalam men-
dampingi rakyat kecil yang tidak berdaya menghadapi kebijakan
pemerintah yang seringkali memihak korporasi besar.
Sikap reformis ini bukan semata ideologi yang diperjuangkan
melalui cara-cara revolusioner. Hal ini disebabkan dalam banyak
peristiwa, NU memilih cara evolutif jika mampu menjadi param-
eter mewujudkan kebaikan bersama (mashlahah). Dalam konteks
sejarah, terhitung dua kali NU menggerakkan semangat revolusi.
Pertama, saat menyongsong kedatangan Inggris dan pasukan Sekutu
dalam Perang 10 Nopember 1945 di Surabaya melalui Resolusi Jihad.
Kedua, saat Peristiwa G/30/S/PKI terjadi di tahun 1965 lalu. Kedua
peristiwa besar itu, secara tidak langsung, merupakan reaksi atas aksi.
16 Uraian lebih lanjut tentang kontribusi Fiqh Sosial perspektif Kiai Sahal dalam
pemberdayaan masyarakat, baca Zubaidi, Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Pesantren




Fikrah keempat ini mendorong NU agar selalu melakukan
kontekstualisasi dalam merespon berbagai persoalan. Tradisi bahtsul
masa’il yang tidak terpisahkan dari komunitas NU dan pesantren
adalah wadah tepat untuk merespon setiap dinamika perkembangan
jaman. Setiap kasus dan permasalahan yang muncul senantiasa
dicari jawaban dan solusi melalui perangkat fikih. Pola pikir di-
namis ini juga tampak sejak pendirian NU, saat Ibnu Suud sebagai
penguasa Nejd dan Hijaz yang didukung paham radikal-ekstrem
Gerakan Wahabi memulai razia ideologis dan mengontrol secara
ketat tata cara peribadatan umat Islam. Saat itu para ulama langsung
membentuk Komite Hijaz sebagai respon dan perwakilan umat
Islam tradisional di Indonesia untuk melakukan lobi agar penguasa
Hijaz tersebut bersedia menghormati pluralisme bermadzhab, me-
lindungi peninggalan bersejarah Nabi Muhammad Saw dan para
sahabatnya serta beberapa tuntutan lain.
Dalam konteks kenegaraan, fikrah tathawwuriyah juga tampak
saat NU melihat negara Indonesia yang baru saja lahir digoncang
kisruh internal. Pemberontakan merajalela di daerah dan ini tentu
saja membahayakan situasi negara Indonesia yang baru dirintis.
Musyawarah Nasional Alim Ulama yang diprakarsai NU pada
tahun 1954 memberikan gelar waliyyul amri al-dharuri bi al-syaukah
kepada Bung Karno adalah langkah strategis sekaligus berani. Disebut
strategis karena langkah ini secara tidak langsung mengukuhkan
Bung Karno sebagai penguasa RI yang sah. Langkah ini secara
langsung juga mendelegitimasi klaim sebagai imam yang dilakukan
Sekarmadji Marijan Kartosuwirjo dengan DI/TII-nya. Disebut
berani, karena terdapat kata al-dharuri yang berarti menilai Bung
Karno belum memenuhi syarat sempurna, baik secara agama dan
politik, sebagai waliyyul amr, mengingat Bung Karno saat itu belum
dipilih melalui jalur pemilu yang sah. Sedangkan secara fiqh, kepu-
tusan ini juga berpengaruh kepada tatanan hukum Islam. Sebagai
contoh adalah dalam soal penyerahan perwalian bagi perempuan
yang kawin dan tidak memiliki wali nasab (tauliyah). Menurut
madzhab Syafi’i, wali hakim harus memperoleh kuasa dari sulthan
atau pemerintah. Dalam posisi yang belum “sempurna” ini, karena
masih dharuri, Bung Karno dikukuhkan sebagai waliyyul amri, se-
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hingga status ini memiliki pengaruh signifikan dalam beberapa
nomenklatur fikih.
Di sisi lain, saat pasca-reformasi Indonesia diguncang oleh
beberapa aksi terorisme yang mengatasnamakan agama yang secara
langsung ingin mengganti ideologi bangsa dan menghancurkan
NKRI, maka secara lantang NU memprakarsai keputusan “NKRI
sudah final” dalam Munas NU di tahun 2006. Dengan demikian,
keputusan yang mengikat warga NU ini memberikan dampak psiko-
logis bagi organisasi lain maupun berdampak pada kepercayaan
diri pemerintah untuk tidak segan menetralisir gangguan terhadap
NKRI. Langkah strategis ini dilakukan karena, berdasarkan khittah
NU Muktamar XXVII tahun 1984 di Situbondo, sebagai organisasi
keagamaan, NU merupakan bagian tidak terpisahkan dari umat
Islam Indonesia yang selalu memegang teguh prinsip persauda-
raan (ukhuwah), toleransi (al-tasamuh), kebersamaan dan hidup
berdampingan, baik dengan sesama warga negara yang memiliki
keyakinan atau agama lain, untuk bersama-sama mewujudkan cita-
cita persatuan dan kesatuan bangsa yang kokoh dan dinamis.17
E. Fikrah Manhajiyah
Fikrah kelima ini dimaknai bahwa NU selalu menggunakan
kerangka berpikir yang mengacu kepada manhaj yang telah dite-
tapkan NU.18 Dalam konteks sejarah, NU tidak memiliki noda buruk
terkait hubungannya dengan Negara. Hal ini disebabkan karena
NU memang merasa memiliki tugas menjaga keberlangsungan negara
ini. Hubungan yang tidak harmonis itu terjadi antara NU dengan
pemerintah, khususnya era Orde Baru. Setelah sebelumnya NU
dirangkul dan diajak menumpas PKI, lalu diajak merintis sebuah
orde, organisasi ini kemudian dibonsai dalam fusi PPP dan secara
politis hak warga NU dibatasi dan jalur relasi dengan kekuasaan
dijepit sedemikian rupa. Pada jaman Orde Baru, sangat sulit mencari
pejabat eselon yang berlatar belakang warga NU. Pejabat daerah
biasanya dijabat oleh militer maupun pensiunannya atau diambil-
kan dari jatah sebuah ormas modernis.
Pembatasan akses ini justeru menimbulkan reaksi kemandi-
rian di kalangan NU. Saat itu pondok-pondok pesantren memilih
17 Khittah NU Keputusan Muktamar XXVII tahun 1984, sebagaimana dikutip KH. A.




menghidupi diri sendiri, berkembang dengan cara sendiri dan tidak
bergantung kepada bantuan pemerintah. Meskipun demikian, tetap
ada beberapa pondok pesantren yang berafiliasi secara politis dengan
partai penguasa dan secara otomatis memperoleh fasilitas melim-
pah, namun mayoritas pondok pesantren saat itu memilih berkreasi
secara mandiri dan tidak berkenan menyetorkan pengajuan pen-
danaan bersumber dari dana negara.
Namun saat Orde Reformasi bergulir dan kemudian banyak warga
NU menduduki jabatan strategis, saat itu pula kultur kemandirian
mulai runtuh berganti dengan tradisi bergantung kepada dana
bantuan pemerintah. Independensi secara ekonomi yang dibangun
selama puluhan tahun kemudian runtuh secara perlahan-lahan.
Fikrah manhajiyyah ini, dalam konteks berbangsa dan berne-
gara, bisa dirujuk dari tradisi besar dan sejarah panjang paham
Sunni. Mereka seringkali menghindari jalan terabas revolusioner
karena selain memiliki resiko besar “diberangus” dengan cepat,
revolusi seringkali “memakan” anak kandungnya sendiri, sebagai-
mana yang disampaikan Bung Karno. Sunni selalu mendahulukan
cara persuasif, gradual dan evolutif, namun cara revolusi akan
menjadi langkah alternatif terakhir untuk mewujudkan cita-cita
kemaslahatan.
Dalam konteks historis di Indonesia, NU menggunakan aspek
manhajiyyah ini sebagai salah satu metode meredam gejolak radika-
lisme. Secara manhajiy, pijakan epistemologis dan ideologis NU sudah
tepat, apalagi secara genealogi keilmuan, mata rantai para ulama
pendiri NU sudah terkoneksi dengan Nabi Muhammad Saw.
Dengan demikian, fikrah manhajiyyah perpspektif NU yang bisa
dirumuskan melalui fomasi 4-2-2 mampu menjadi penopang agar
tetap berpijak pada relnya sesuai dengan garis besar Sunni.19
Penutup
Perjuangan NU merupakan sebuah proses, sebuah obyekti-
fikasi dan internalisasi, dalam istilah Peter Berger, nilai-nilai Islam
yang berjalan secara alot namun elegan. Gus Dur telah menyebut
hal ini sebagai Pribumisasi Islam, sebuah esensi penting yang telah
19 Formasi 4-2-2 ini merujuk pada 4 madzhab dalam fiqh (Hanafi, Maliki, Syafi’i dan
Hambali), 2 madzhab dalam teologi (Asy’ari dan Maturidi) dan 2 madzhab dalam
tasawuf (Junaid al-Baghdadi dan al-Ghazali).
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menjadi tradisi dalam mewujudkan Islam sebagai proyeksi “payung
besar” di Nusantara. Setiap muslim yang ber-Islam tanpa harus
tercerabut dari akar budayanya, tanpa harus membebek polarisasi
versi Timur Tengah. Di Nusantara, ulama telah mencontohkan
pola khas, yaitu Islamisasi Tradisi sekaligus Mentradisikan Islam.
Proyeksi sebagai “payung besar” ini, Kiai Achmad Shiddiq sejak
akhir 1960-an memprakarsai trilogi ukhuwah, yaitu ukhuwah Isla-
miyah, ukhuwah wathaniyah dan ukhuwah basyariah. Trilogi ini mampu
menjadi jawaban keraguan berbagai pihak non-NU terhadap ha-
kikat perjuangan Islam yang telah dijalani oleh para ulama NU.
Kiprah NU dalam proses berbangsa dan bertanah air adalah
wujud adanya koeksistensi, tanpa hegemoni, dan menghindari
tirani mayoritas atas nama agama Islam. Hal ini adalah ajaran “jabat
tangan” persahabatan-kebersamaan, bukan “kepalan tangan”
permusuhan. Meskipun dirasa berat dalam tataran implementasi,
namun semua harus mulai berbuat mewujudkannya.
Di sisi lain, tugas NU sebagai organisasi sosial keagamaan
terbesar di Indonesia, sekaligus penjaga ke-bhineka-an di Indonesia,
semakin berat saat melihat kemunculan berbagai organisasi radikal.
Jika organisasi radikal ini dipertahankan atas nama kebebasan
berserikat dan berpendapat, sebagaimana dijamin di dalam kon-
stitusi, maka lambat laun organ mereka bakal menggurita. Di sini
NU ditantang untuk tetap merawat kemajemukan di dalam pangkuan
ibu pertiwi.
Sebagai ormas yang memiliki puluhan juta anggota, NU harus
menjadi “putra sulung” yang merawat dan bekerjasama dengan
sesama ormas lainnya, sekaligus juga menjaga kontinyuitas relasi
harmonis antar pemeluk agama di tanah air. Hal ini adalah tugas
berat yang diemban oleh NU sebagai putra sulung.*
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